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METEDOLOGI PENELITIAN
A. [bookmark: _TOC_250000]JenisdanPendekatanPenelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yakni suatumetodepenelitianyangberfokuspadapengkajianperaturanperundang- undangan, asas hukum, dan doktrin hukum yang berlaku dalam rangka menjawab isu hukum yang telah dirumuskan. Penelitian yuridis normatif disebutjugasebagaipenelitianhukumdoktrinal,karenaberangkatdarilogika internal sistem hukum untuk menilai bagaimana suatu norma bekerja secara ideal dan operasional dalam praktiknya. Dalam konteks ini, penelitian ditujukan untuk menganalisis norma hukum yang mengatur mengenai peran kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatifdilakukandenganmenelitibahanpustakaataudatasekunder,bukan dataempirisyangdiperolehlangsungdarilapangan.Olehkarenaitu,metode ini sangat bergantung pada kajian dokumen hukum dan teori hukum yang bersumber dari literatur ilmiah maupun yurisprudensi yang relevan.[footnoteRef:2] Penelitianjenisinisangattepatdigunakandalammengkajipersoalanhukum yang bersifat konseptual dan normatif, sebagaimana yang dikaji dalam penelitian ini. [2: Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 13.
] 

Untuk memperdalam analisis dalam penelitian ini, digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang- undangan dimaksudkan untuk menelaah dan memahami isi dari peraturan perundang-undanganyangmenjadiobjekkajian,khususnyaPasal69ayat(1). Undang-Undang Kepailitan. Dalam pendekatan ini, peneliti tidak hanya menelaah bunyi pasal tersebut secara tekstual, tetapi juga menghubungkannya dengan pasal-pasal lain yang terkait, serta membandingkannya dengan ketentuan dalam hukum perdata umum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), maupun peraturan turunan yang mengatur profesi kurator.[footnoteRef:3] [3: Rachmadi Usman, Hukum Kepailitan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 102] 

Lebih lanjut, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji pengertian,prinsip,dandoktrinhukumyangmelandasitugassertawewenang kurator dalam proses kepailitan. Dalam pendekatan ini, peneliti akan mengkajikonsep-konsepyuridissepertikepailitan,pengurusan,pemberesan, serta kedudukan kurator sebagai pejabat independen yang mewakili kepentingan para kreditur. Pendekatan konseptual sangat penting dalam rangka memahami makna normatif yang tidak selalu tertulis secara eksplisit dalam undang-undang, namun dapat ditemukan melalui penafsiran atas doktrin dan teori hukum.[footnoteRef:4] [4: Ridwan Khairandy, Hukum Kepailitan: Teori dan Praktik, (Yogyakarta: FH UII Press, 2018), hlm. 57] 

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan konseptual dalam penelitian hukum berangkat dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin hukumyangberkembangdantidakselalutercantumdalamperaturantertulis, tetapi menjadi kerangka berpikir dalam menganalisis norma hukum. Ia menyatakan bahwa, “pendekatan konseptual digunakan ketika tidak ditemukan peraturan yang secara langsung menjawab isu hukum, sehingga diperlukan pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum yang mendasari norma tersebut”.[footnoteRef:5] [5: Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 133] 

Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memberikan penilaian yang kritis terhadap pelaksanaan peran kurator dalam praktik kepailitan, serta menyarankan perbaikan apabila ditemukan adanya kekosongan hukum atau tumpangtindihnorma.Halinimenjadipentingmengingatdalampraktiknya,peran kurator tidak jarang mengalami berbagai tantangan, baik dalam hal pengumpulan aset debitor, komunikasi dengan para kreditur, hingga pengawasan oleh hakim pengawas.[footnoteRef:6] [6:  Putri Ayu Lestari, “Peranan Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta DebitoPailit”Skripsi, Universitas Lampung, 2019, hlm. 41.] 

Selain itu, pendekatan normatif-konseptual juga membuka ruang untukmenganalisisasas-asashukumyangrelevan,sepertiasaskeadilan,asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan, sebagaimana dikembangkan oleh GustavRadbruchdalamfilsafathukummodern[footnoteRef:7].Asas-asastersebutpenting untukmemastikanbahwapenerapanPasal69ayat(1)tidakhanyamemenuhi syaratlegal-formal,tetapijugaadilsecarasubstansialdalammelindungihak- hak kreditur maupun debitor. [7: Gustav Radbruch, Filsafat Hukum, diterjemahkan oleh Muhammad Taufik, (Bandung: Nusamedia, 2014), hlm. 23.] 

Olehkarenaitu,penggunaanjenispenelitianyuridisnormatifdengan dua pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan suatu kajian hukum yang tidak hanya deskriptif tetapi juga analitis dan evaluatif, serta dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum kepailitan di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengisi celah hukum (legal gap) yang masih terdapat dalam praktik pelaksanaan tugas kurator di Indonesia, baik dari segi kejelasan kewenangan, profesionalitas, maupun mekanisme pengawasannya.[footnoteRef:8] [8: Bismar Nasution, Membangun Hukum yang Responsif, (Jakarta: Genta Publishing, 2016), hlm88] 

B. SumberdanTeknikPengumpulanData
Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan pada dasarnya adalah data sekunder, karena pendekatan yang digunakan tidak bersifatempiris,melainkanberdasarkankajianterhadapbahan-bahanpustaka atau dokumen hukum. Meski demikian, untuk memperdalam dan memperluasruanglingkupanalisis,datadalampenelitianinidiklasifikasikan menjadi dua kategori, yakni data primer dan data sekunder, yang keduanya diperoleh melalui teknik pengumpulan data berbasis studi kepustakaan.
Data primer dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum utama terhadap peran kurator dalam proses kepailitan. Data ini mencakup Undang- UndangNomor37Tahun2004tentangKepailitandanPenundaanKewajiban PembayaranUtangsebagairegulasiutama,sertadidukungolehketentuanlain yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Peraturan Mahkamah Agung, dan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman.Peraturan-peraturanini digunakan untuk memahami bagaimana sistem hukum Indonesia mengatur prosedur pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit yang dijalankan oleh kurator.[footnoteRef:9] Menurut Mahfud MD, bahan hukum primer merupakan sumber utama dalam penelitian normatif karena langsung mengatur objek yang dikaji secara normatif atau yuridis.[footnoteRef:10] [9: Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131.]  [10: Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 112.] 

Disampingbahanhukumprimer,datasekundermenjadielemenyang tak kalah penting. Data sekunder mencakup bahan hukum sekunder dan tersier. Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur hukum seperti buku-buku teks, jurnal ilmiah, artikel hukum, skripsi, tesis, disertasi, serta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang membahas dan menguraikan peran kurator dalam praktik. Misalnya, karya dari Rachmadi Usman dalam Hukum Kepailitan memberikan pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip dasardanteknispelaksanaankepailitandi Indonesia.[footnoteRef:11]Begitupulapendapat Ridwan Khairandy yang menyatakan bahwa kurator memegang peranan sentral dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak dalam perkara kepailitan. [11: Rachmadi Usman, Hukum Kepailitan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 156.] 

Jurnal-jurnalilmiahyangdipublikasikanolehfakultashukummaupun lembaga riset hukum, seperti Jurnal Hukum IUS, Jurnal Yuridika, dan lain- lain,jugamenjadibagianpentingdaridatasekunder.Melaluianalisisyuridis dalam artikel-artikel tersebut, peneliti memperoleh sudut pandang akademik terhadapimplementasihukumpositifdan dinamikayangberkembangdalam praktik hukum.[footnoteRef:12] [12: Ani Wahyuni, “Peran Kurator dalam Menjaga Aset Debitur Pailit”, Jurnal Hukum IUS,
Vol. 28, No. 2, 2021, hlm. 115] 

Selainitu,datasekunderjugadiperolehdariputusanpengadilanyang berkaitandengankepailitan,khususnyayangmenyangkutpelaksanaantugas kurator dalam pengurusan dan pemberesan aset debitor. Putusan Mahkamah Agung maupun Pengadilan Niaga digunakan untuk memperkaya perspektif dalammemahamibagaimananormaPasal69ayat(1)diterapkandilapangan. Misalnya, dalam putusan Nomor 01/PAILIT/2020/PN.Niaga.JKT.PST, pengadilan menegaskan peran kurator dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas proses kepailitan.[footnoteRef:13] [13:  PutusanPengadilanNiagaJakartaPusat,Nomor01/PAILIT/2020/PN.Niaga.JKT.PST.] 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research), yaitu kegiatan mencari, mengkaji, dan mencatat berbagai bahan hukum serta literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Studi kepustakaanmenjadimetodeutamadalampenelitianyuridisnormatifkarena fokusnya pada pemahaman terhadap norma-norma hukum dan doktrin yang berlaku.[footnoteRef:14]MenurutZainuddinAli,studikepustakaandalampenelitianhukum dilakukanmelaluipencariandatadalamperaturan,jurnal,buku,dandokumen hukum lainnyasebagai sarana pembuktian ilmiah dalam menjawab rumusan masalah.[footnoteRef:15] [14:  PeterMahmudMarzuki,PenelitianHukum,(Jakarta:Kencana,2010),hlm.95.]  [15: Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 71] 

Teknikinimemungkinkanpenelitiuntukmelakukananalisisterhadap normahukumsecarasistematisdankomprehensif.Disampingitu,teknikini juga mendukung proses penemuan hukum melalui metode interpretasi dan konstruksihukum.Interpretasihukumdiperlukanuntukmenafsirkan ketentuan normatif dalam undang-undang, sedangkan konstruksi hukum digunakan untuk mengisi kekosongan hukum (rechtvacuum) atau menjembatani kekaburan norma (vagueness of norm).[footnoteRef:16] Studi kepustakaan jugasangatefisiendalam penelitiannormatifkarenamemungkinkanpeneliti untuk mengakses informasi hukum lintas waktu, baik yang bersifat kontemporer maupun historis.[footnoteRef:17] [16: Bernard Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 89.]  [17: Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 34.] 

Denganmenggabungkan penggunaandataprimer dansekunderyang diperoleh melalui studi kepustakaan, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang utuh, baik dari sisi dogmatik hukum maupun dimensi praktisnya.
C. TeknikAnalisisData
Dalam penelitian hukum normatif ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis data secara kualitatif dilakukan tanpa menggunakan angka atau statistik, melainkan dengan menafsirkan, mengkaji, dan menguraikan bahan hukum yang relevan sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Tujuan dari teknik ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis norma hukum secara sistematis, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang mendalam terhadap peran kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang- UndangNomor37Tahun2004tentangKepailitandanPenundaanKewajiban Pembayaran Utang.
Sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki, analisis kualitatif dalam penelitian hukum bertujuan untuk mengkaji isi hukum yang bersifat normatif melalui pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahanyangdiangkatdalampenelitiantersebut.[footnoteRef:18]Dengankatalain, metode ini tidak hanya mendeskripsikan bunyi norma hukum, tetapi juga menelaahbagaimananormatersebutbekerjadalampraktik,khususnyadalam kontekspelaksanaantugaskuratordalamprosespengurusandanpemberesan harta debitor pailit. [18: Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Huku, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 146.] 

Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan norma hukum dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan kurator, serta menganalisis bagaimana implementasinya di lapangan. Dalam konteks ini, deskripsi tidak hanya menjelaskan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1), tetapi juga menghubungkannya dengan peraturan lain, misalnya peraturan pelaksanaan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang membahas peran serta tanggung jawab kurator. Seperti dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, metodedeskriptif-analitismemungkinkanpenelitiuntukmenyusungambaran hukum yang utuh dan mengidentifikasi kesenjangan antara aturan normatif dengan realitas hukum di lapangan.[footnoteRef:19] [19: SoerjonoSoekanto,PengantarPenelitianHukum,(Jakarta:UIPress,2007),hlm.62] 

Analisis dilakukan secara sistematis terhadap setiap unsur norma hukum, seperti subjek hukum (kurator), obyek hukum (harta debitur pailit), dan prosedurpengurusansertapemberesan.Disampingitu,jugadilakukantelaah terhadap aspek legalitas dan akuntabilitas kurator sebagaimanadituntut dalam hukum kepailitan modern. Menurut Rachmadi Usman, dalam praktik kepailitan, tugas kurator bukan hanya administratif, tetapi juga memerlukan tanggungjawabhukumyangtinggikarenamenyangkutkepentingankreditur, debitur, serta stabilitas hukum ekonomi.[footnoteRef:20] [20: Rachmadi Usman, Hukum Kepailitan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 193.] 

Untuk menunjang keabsahan analisis, data yang diperoleh dari studi kepustakaan disusun, diklasifikasi, dan dikaitkan secara logis antara norma hukum, praktik pengadilan, dan teori hukum yang berlaku. Selanjutnya, interpretasi dilakukan secara gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap Pasal69ayat(1)danpasal-pasallainyangterkait.BernardAriefSidharta menyatakan bahwa dalam penelitian hukum normatif, interpretasi norma tidak bisa dilepaskan dari konteks sistem hukumnya, agar penemuan hukum bersifat kontekstual dan tidak menyimpang dari prinsip keadilan huku.[footnoteRef:21] [21:  Bernard Arief Sidharta, Refleksitentang StrukturIlmu Hukum,(Bandung:Mandar Maju,2000), hlm. 110] 

Melaluipendekatanini, penelitidapatmenguraikanbagaimanaperan kuratordalampengurusandanpemberesanhartadebitur pailitdijalankansecaraideal menurut hukum positif, serta apakah praktiknya di lapangan telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Teknik analisis ini juga bermanfaat dalam menilai efektifitas norma dan mengidentifikasi hambatan-hambatanyangmunculdalampelaksanaantugaskurator,terutama dalam menjaga transparansi, integritas, dan kepastian hukum. Sebagaimana ditegaskan oleh Zainuddin Ali, analisis kualitatif yang deskriptif-analitis bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan normatif yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.[footnoteRef:22] [22:  ZainuddinAli,MetodePenelitianHukum,(Jakarta:SinarGrafika,2013),hlm.85.] 

D. LokasidanWaktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berwenang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Lokasi ini dipilih karena merupakan lembaga peradilan niaga yang memiliki yurisdiksi nasional dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara kepailitan yang diajukan terhadap perusahaan maupun perorangan. Selain itu, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat juga menjadi rujukan utama dalam berbagai putusan penting yang berkaitan dengan interpretasi hukum kepailitan di Indonesia, sehingga relevan untuk dijadikan sebagai sumber utama dalam kajian hukum yuridis terhadap putusan pailit.
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